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Abstract 
As a policy, Palu City Regulation No.6 of 2012 concerning Control of Livestock is a political 
product that departs from the aspirations of the community regarding the problem of livestock 
roaming which is almost out of control, resulting in various kinds of losses in the community such 
as traffic accidents, livestock dung in the streets and environmental aesthetic disorders. With the 
existence of the Perda, it is expected to be able to curb and provide security for all communities 
and the environment of the City of Palu. The purpose of this study is to measure the success of 
policy enforcement related to the control of livestock in the city of Palu. The foundation of model 
theory is Evaluation by William N Dunn (2009: 537) with indicators of effectiveness, efficiency, 
adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. The method of this research is descriptive 
with the type of qualitative research that seeks to explain something that is targeted in detail or in 
depth, as well as collecting data and materials through observation, document review, and 
interviews with a total of 7 (seven) informants. Data analysis techniques use Interactive models 
Miles, Huberman and Saldana (2014). Based on the results of the study, the implementation of the 
policing policy for livestock in Palu City, which was evaluated through indicators of effectiveness, 
efficiency, adequacy, responsiveness, and accuracy, had not been carried out optimally, except that 
the alignment indicators had gone well. This is due to the lack of firmness from the implementor as 
well as the lack of public awareness in enforcing local regulations concerning the control of 
livestock, so that until now the problems related to livestock roaming in Palu City have not yet 
been resolved. 




Bangsa yang besar adalah bangsa yang 
menjunjung tinggi hukum atau aturan yang 
berlaku dalam kehidupan bernegara. Suatu 
aturan diciptakan untuk memberikan 
ketertiban dalam kehidupan interaksi sosial 
baik antara manusia dengan manusia yang 
lainnya, maupun antara manusia itu sendiri 
dengan lingkungan sekitarnya, sehingga 
ketertiban dapat diciptakan melalui adanya 
kesadaran terhadap suatu aturan yang telah 
disepakati bersama. 
Ketertiban  dipandang memiliki nilai 
urgensi yang tinggi, ini karena ketertiban 
umum menyangkut hajat hidup orang banyak. 
Disamping itu pula ketertiban juga menjadi 
cita-cita bangsa kita agar tercapainya tujuan 
bangsa yaitu untuk mensejahterakan 
kehidupan bangsanya. Disegala aspek 
terutama  dibidang pembangunan nasional, 
setiap daerah menjadikan ketertiban juga 
sebagai faktor penentu tercapai atau tidaknya 
suatu tujuan dari kebijakan serta pembangunan 
nasional itu sendiri dalam memberikan 
kesejahteraan masyarakat. Sebab jika suatu 
daerah lingkungannya tidak tertib serta 
banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran 
aturan yang telah ditetapkan hal ini akan 
menyulitkan pemerintah dalam 
mengembangkan potensi daerah tersebut.  
Di berbagai daerah saat ini 
pembangunan secara infrastruktur terus di 
tingkatkan sehingga penataan pusat-pusat 
pembangunan di perkotaan mengalami 
peningkatan yang signifikan, yang akhirnya 
membutuhkan aturan-aturan yang ketat 
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terhadap kehidupan hewan ternak yang 
dahulunya mudah berkeliaran. 
Untuk memberikan dukungan terhadap 
pembangunan daerah dengan maksud untuk 
terciptanya ketertiban serta kebersihan disetiap 
daerah tetap terjaga maka pemerintah pusat 
mengadakan perlombaan penataan kota yang 
menjadi indikator penilaiannya yaitu dari segi 
kebersihan, keteraturan, dan ketertiban yang di 
kenal dengan sebutan piala Adipura, yang 
pada akhirnya memotivasi setiap daerah untuk 
berlomba-lomba agar melakukan penataan 
pembangunan, salah satunya yaitu melalui 
penertiban hewan ternak yang masih sering 
berkeliaran di sekitaran wilayah perkotaan. 
Hal tersebut membuat daerah-daerah baik di 
kota-kota besar maupun kecil menerbitkan 
suatu regulasi yang mengatur hal tersebut 
dalam mendukung penataan kota. Yang mana 
melalui regulasi ini diharapkan mampu 
mengatasi masalah terkait hewan ternak yang 
masih sering dijumpai berkeliaran dijalanan 
dan tempa-tempat umum. 
Diantara daerah-daerah tersebut salah 
satunya ialah Kota Palu,  yang juga merupakan 
ibu kota dari Profinsi Sulawesi Tengah terus 
melakukan upaya penertiban hewan ternak 
diseluruh wilayahnya. Melalui Peraturan 
daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Penertiban Hewan Ternak memberikan 
ketegasan kepada seluruh perangkat daerah 
yang terkait agar menjalankan amanah dari 
Perda tersebut, khususnya terhadap perangkat 
wilayah yang berhadapan langsung dengan 
problematika kehidupan masyarakat yang 
mayoritas sebagai petani dan peternak 
tersebut.  
Selama diberlakukannya Peraturan 
Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 
tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai 
tindakan dalam menegakkan pelaksanaan 
kebijakan tersebut, namun pada realitanya 
kebijakan yang telah dicetuskan sejak kurang 
lebih 6 tahun silam tersebut masih saja belum 
memberikan hasil yang optimal, sehingga 
membuat masyarakat mempertanyakan tentang 
komitmen serta konsistensi pemerintah dalam 
pelaksanaan kebijakan terkait penertiban 
hewan ternak di Kota Palu saat ini.  
Dalam perda Kota Palu No.6 tahun 2012 
tentang Penertiban Ternak disebutkan pada 
pasal (6) Bab (3) bahwa pemilik atau 
pengembala ternak dilarang untuk: 
a. Melepas atau membiarkan ternak 
berkeliaran di jalan umum dan di ruang 
public guna mencegah timbulnya gangguan 
ketertiban arus lalu lintas, estetika dan 
kebersihan daerah, serta mengganggu 
keselamatan dan kenyamanan para 
pengguna jalan. 
b. Melepas atau menggembalakan ternak pada 
lokasi atau kawasan penghjauan, reboisasi 
dan pembibitan baik yang dikelola oleh 
pemerintah, perusahaan swasta, maupun 
oleh warga masyarakat guna mencegah 
timbulnya gangguan, kerusakan atau 
kegagalan pada usaha penghijauan dan 
reboisasi, 
c. Melepas atau menggembalakan ternak pada 
pekarangan rumah, pertamanan, lokasi 
pariwisata, lapangan olahraga dan tempat 
lain yang dapat menimbulkan kerusakan 
d. Memanfaatkan ternak berupa kuda, sapi 
sebagai penarik bendi, grobak dan 
sejenisnya tanpa dilengkapi dengan tempat 
penampungan kotoran. 
 
Hasil pengamatan (observasi) lapangan 
yang dilakukan peneliti menemukan adanya 
hewan ternak yang berkeliaran dibeberapa 
wilayah atau daerah kecamatan-kecamatan 
yang ada di Kota Palu, baik itu di lokasi-lokasi 
taman atau halaman rumah masyarakat, 
maupun di jalanan umum wilayah perkotaan, 
tak terkecuali di tempat-tempat keramaian juga 
masih sering terlihat ternak-ternak tersebut 
tanpa adanya razia, dan juga peneliti pernah 
menemukan ternak diarea taman Bandara 
Mutiara Sis-Aljufri Kota Palu, dan juga di 
sekitaran jalanan umum di daerah kecamatan 
palu utara tanpa adanya razia atau 
penangkapan dari tim yang telah ditugaskan 
untuk penertiban ternak tersebut. Dari fakta 
tersebutlah membuat kita sebagai masyarakat 
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tentunya merasa terganggu dengan adanya 
kondisi seperti ini, ketertiban dan keamanan 
serta keindahan di kota Palu menjadi 
terganggu, dan yang paling penting yaitu alur 
transportasi khususnya pengendara roda dua 
merasa sangat terganggu dengan adanya 
ternak-ternak yang berkeliaran tersebut, dan 
tak jarang pula ternak-ternak tersebut 
mengakibatkan kecelakaan bagi para 
pengendara, banyak kasus yang telah terjadi 
seperti itu, olehnya itu sebagai peneliti yang 
sedang mengamati kondisi seperti itu melihat 
bahwa adanya permasalahan dalam penegakan 
Perda  tersebut, sebab dalam realitasnya masih 
saja ada hewan ternak yang berkeliaran 
ditempat atau lokasi-lokasi yang dilarang 
untuk hewan ternak sebagaimana yang 
tercantum dalam perda kota palu nomor 6 
tahun 2012.  
Sebagai suatu kebijakan, Perda tentang 
Penertiban Hewan Ternak di Kota Palu 
merupakan  produk politik antara 
pemerintah daerah dengan legislatif, yang juga 
berangkat dari aspirasi masyarakat terkait 
masalah hewan ternak yang berkeliaran yang 
hampir sudah tak terkendali, yang 
mengakibatkan berbagai macam kerugian 
dimasyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, 
kotoran ternak dijalanan, dan gangguan 
estetika lingkungan masyarakat. 
Berangkat dari hal tersebutlah, peneliti 
tertarik memilih judul “Evaluasi Kebijakan 
Penertiban Ternak di Kota Palu“ dengan 
menggunakan model Evaluasi William N 
Dunn (2009:537) yang digunakan sebagai 
pisau analisis dalam penelitian ini melalui 6 
(enam) indikator yang mempengaruhi suatu 
Evaluasi Kebijakan, yaitu Efektivitas, 





Metode yang digunakan ialah metode 
kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian 
deskriptif, yang mana metode penelitian 
tersebut menjelaskan sesuatu yang menjadi 
sasaran penelitian secara mendetail atau 
mendalam. Sedangkan jenis data pada 
penelitian ini menggunakan jenis data 
sekunder dan primer. 
a) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan jenis data 
pendukung yang diperoleh dari dokumen-
dokumen, peraturan perundang-undangan, data 
dari pemerintah maupun lembaga, surat 
keputusan, data statistik, serta naskah-naskah 
dari berbagai sumber resmi. Data sekunder 
pada penelitian ini diperoleh pada Satuan 
Polisis Pamong Praja (Satpol PP ) Kota Palu. 
b) Data Primer 
Data primer ialah data yang diperoleh 
langsung dari informan yang didapatkan 
melalui hasil wawancara secara mendalam. 
 
Dalam sebuah penelitian, data menjadi 
hal yang paling utama yang harus dipastikkan 
kevalidannya. Olehnya itu dalam proses 
pengumpulannya harus memilih metode yang 
benar-benar dan sesuai dengan model 
penelitian yang dilakukan, serta 
pelaksanaannya harus sesuai dengan situasi 
dan kondisi objek serta subjek yang diteliti. 
Pada penelitian ini teknik pengumpulan 
datanya melalui : 
a) Pengamatan (Observation) 
 Yaitu melakukan pengamatan secara 
langsung ke objek penelitian untuk melihat 
dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi 
atau pengamatan yaitu bentuk pengumpulan 
data secara langsung dilapangan terkait dengan 
masalah yang akan diteliti. Melakukan 
pengamatan secara langsung ke objek 
penelitian untuk melihat dengan jarak yang 
lebih dekat terkait kegiatan yang dilakukan. 
Dalam artian peneliti melakukan pengamatan 
secara langsung untuk melihat dan mengamati 
fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi 
penelitian sehingga peneliti nantinya 
memperoleh gambaran secara nyata dalam 
melakukan penelitiannya. 
b) Wawancara 
Adalah suatu cara pengumpulan data yang 
digunakan untuk memperoleh informasi 
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langsung dari sumbernya. Wawancara ini 
digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari 
responden secara lebih mendalam. Wawancara 
merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui proses Tanya-jawab antar 
peneliti dan responden, dimana peneliti 
mengajukan beberapa pertanyaan secara 
langsung kepada responden secara bebas 
namun terstruktur, guna memperoleh 
informasi yang lebih akurat serta dapat 
menguatkan data yang sudah diperoleh peneliti 
namun masih ada yang mungkin meragukan 
baginya. 
Wawancara ialah percakapan dengan 
maksud tertentu. percakapan dilakukan oleh 
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 
yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (interviewee) yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan tersebut. Artinya 
disini peneliti melakukan tatap muka dengan 
informan untuk melakukan tanya-jawab yang 
bertujuan untuk mengetahui kondisi yang 
sesungguhnya terjadi di lokasi penelitian. 
 
c) Dokumentasi 
 Adalah ditujukan untuk memperoleh data 
langsung dari tempat   penelitian, meliputi 
buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 
laporan kegiatan, foto-foto,serta data yang 
relevan. Disini dokumentasi menjadi salah satu 
metode pendukung yang digunakan dalam 
suatu penelitian. Peneliti melakukan pencarian 
data dengan menelaah berbagai literatur-
literatur atau dokumen-dokumen lainnya yang 
dianggap relevan dengan penelitian yang 
dilakukan. 
 Dokumentasi dalam artian penelitian 
dapat di laksanakan dengan   tes kuesioner 
rekaman gambaran maupun rekaman suara, 
teknik dilakukan langsung dilapangan dengan 
mengamati berbagai hal yang sedang 
dilakukan. Jadi, dokumentasi ditujukan untuk 
memperoleh data-data yang relevan yang 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Efektivitas 
Untuk melihat efektivitas dapat dilihat 
dengan membandingkan antara rencana atau 
target yang telah ditentukan dengan hasil yang 
dicapai, sehingga apabila hasil dari suatu 
kebijakan tidak terlaksana  sesuai dengan yang 
direncanakan maka hal itu dapat dikatakan 
tidak efektif. Dan juga dapat diukur dengan 
menggunakan parameter ketepatan waktu 
dalam pelaksanaan kebijakan penertiban 
ternak di Kota Palu, serta untuk melihat 
apakah ternak-ternak yang telah di razia 
tersebut sudah relevan dengan banyaknya 
ternak-ternak yang berkeliaran. 
Olehnya itu, berdasarkan data-data yang 
diperoleh, maka peneliti menyimpulkan 
Kebijakan tentang Penertiban Hewan Ternak 
di Kota Palu yang dibuat oleh pemerintah 
daerah sejak tahun 2012 silam belum bisa 
dikatakan efektiv, sebab hasil yang dicapainya 
saja belum menunjukkan hasil maksimal yang 
sesuai dengan rencana dari kebijakan tersebut 
yang tertuang dalam Perda No.6 Tahun 2012 
tersebut. Kebijakan ini bisa kita lihat seperti 
belum mampu untuk menertibkan ternak yang 
berkeliaran, serta waktu yang digunakan juga 
sudah cukup lama akan tetapi masih belum 
menunjukkan hasil yang diinginkan. Dan jika 
dilihat dari sarana yang disiapkan seperti 
tempat pengandangan ternak yang dirazia 
peneliti menganggap itu belum maksimal 
sebab mereka hanya menyiapkan satu tempat 
yaitu di daerah Kecamatan Palu Utara, 
sedangkan yang kita ketahui bahwa 
jangkauannya sangat jauh jika misalkan 
adanya razia yang dilakukan di daerah 
Kecamatan Palu Selatan, belum lagi jika 
pemilik ternak mengambil ternaknya maka 
akan sedikit menyulitkan. 
 
Efisiensi 
Untuk mengukur seberapa besar usaha 
yang telah dilakukan baik implementor 
kebijakan maupun masyarakat dalam 
menegakkan perda penertiban ternak.  
Muthia, Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kota Palu……………………………………………………..167 
 
 
Berdasarkan pengamatan atau observasi 
yang dilakukan oleh peneliti selama 
melakukan proses penelitian tentang ternak 
yang berkeliaran di Kota Palu, peneliti masih 
sering menemukan ternak-ternak yang 
berkeliaran tanpa adanya tindakan penertiban 
atau razia dari pihak implementor tersebut, dan 
beberapa masyarakat umum juga sering kali 
terdengar keluhan mereka tentang kondisi 
jalanan yang kadang terganggu oleh ternak-
ternak tersebut.  
Meskipun dari hasil wawancara dengan 
beberapa orang informan yang selaku 
implementor kebijakan tersebut mengatakan 
bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh baik 
dari pihak penegak Perda hingga pemerintah 
kelurahan mereka sudah menjalankan atau 
mengambil tindakan sesuai dengan apa yang 
tertera dalam Perda tersebut, seperti yang 
tertera pada Bab.IV pasal 7 bahwa setiap 
ternak yang dijumpai berkeliaran maka segera 
dilakukan penangkapan, dan juga pada pasal 
31 yang berbunyi bahwa siapa saja yang 
melanggar maka akan dikenakan sanksi berupa 
pemberian denda. Dan para implementor ini 
sepakat menilai bahwa dari pihak 
masyarakatnya lagi yang belum 
memperlihatkan adanya kesadaran untuk 
melakukan usaha membantu pemerintah dalam 
menegakkan kebijakan terkait penertiban 
hewan ternak di Kota Palu ini. 
Dari sini peneliti juga menilai bahwa 
memang ada beberapa pihak implementor 
yang sudah berusaha semampunya untuk 
menegakkan perda tersebut di wilayahnya, 
akan tetapi dengan adanya usaha tersebut 
belum cukup untuk dijadikan sebagai tolak 
ukur keberhasilan suatu kebijakan jika pada 
fakta empiriknya tidak sesuai. Olehnya itu, 
peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ini 
belum bisa dikatakan terlaksana secara efisien, 
sebab belum terlihat adanya kerjasama yang 
relevan antara pemerintah dengan masyarakat 
tersebut sehingga usaha dari sebelah pihak saja 
tidak mampu untuk menegakkan suatu 
kebijakan secara berhasil. 
 
Kecukupan 
Indikator ini digunakan untuk mengukur 
seberapa jauh pencapaian hasil dari kebijakan 
penertiban ternak di Kota Palu dalam 
memecahkan masalah ternak yang berkeliaran 
tersebut. Berdasarkan  dari hasil wawancara 
dengan beberapa informan, hampir seluruhnya 
mereka mengatakan bahwa kebijakan 
penertiban ternak di Kota Palu saat ini sudah 
memberikan hasil namun mereka mengakui 
belum maksimal hasil yang dicapainya. 
Peneliti kemudian membandingkan 
dengan hasil observasi yang dilakukan selama 
proses pelaksanaan penelitian ini dimana 
peneliti menemukan hanya sebagian kecil saja 
wilayah kota Palu yang sudah bisa dikatakan 
aman dari ternak-ternak yang berkeliaran 
tersebut namun masih sangat banyak wilayah 
kota Palu yang bisa dibilang di wilayah lokasi 
keramaian aktivitas masyarakat yang 
ternaknya masih kita jumpai berkeliaran 
dengan bebasnya disana, yang selanjutnya 
peneliti mengkonfirmasikan dengan teori yang 
digunakan dengan indikator kecukupannya 
yang mengatakan bahwa suatu kebijakan akan 
dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut 
sudah menunjukkan hasil yang dicapainya 
melalui pemecahan masalah dalam ruang 
publik.  
Maka dari data-data yang diperoleh 
tersebutlah baik dari hasil wawancara serta 
observasi lapangan maupun data-data empirik, 
maka peneliti menarik kesimpulan bahwa 
dimensi Kecukupan (Adequacy) pada 
penelitian kebijakan ini bisa dikatakan masih 
belum berhasil, sebab hasil yang ingin dicapai 
dari kebijakan ini dalam hal mengatasi 
masalah ternak yang berkeliaran yang 
seharusnya terselesaikan atau terpecahkan 
dengan adanya kebijakan atau Perda ini tapi 
malah justru belum mampu mengatasinya 
dengan baik, malah masih saja hampir tidak 
ada perubahan sejak sebelum adanya Perda ini 
dengan setelah adanya Perda ini. Buktinya bisa 
kita jumpai hampir setiap hari di beberapa 
bagian sudut Kota Palu ternak-ternak yang 
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Digunakan untuk menilai aliansi atau 
aktor-aktor yang terlibat berperan aktif dalam 
kebijakan terkait penertiban hewan ternak di 
Kota Palu ini.  
Dari hasil wawancara dengan beberapa 
informan, diperoleh pernyataan bahwa aktor-
aktor yang ikut terlibat dalam penegakkan 
kebijakan terkait Penertiban Hewan Ternak di 
Kota Palu ini sudah cukup berperan aktif 
dalam melaksanakan tugas-tugas yang di 
embannya. Mereka mengatakan bahwa hal 
tersebut bisa dilihat mulai dari pihak penegak 
perda yang melibatkan aktor-aktor dari 
berbagai lembaga seperti yang tercantum pada 






1. Satpol PP Penegak Perda 
(termasuk merazia) 














Sumber: Data Sekunder Satuan Polisi  Pamong Praja 
Kota Palu ; 2019 
 
Sesuai dengan yang ditemukan oleh 
peneliti saat melakukan observasi selama 
penelitian, maka seluruh wilayah kecamatan 
serta kelurahan yang ada di Kota Palu 
diberikan petugas untuk memberikan 
pendampingan kepada masyarakat peternak. 
Dan mereka rutin memberikan sosialisasi-
sosialisasi baik secara tulisan (surat), door to 
door, maupun secara lisan yang disampaikan 
diacara-acara pertemuan dimasyarakat. 
Sosialisasi - sosialisasi yang diberikan  kepada 
peternak bertujuan agar masyarakat peternak 
tersebut selalu menjaga ternak-ternak mereka 
untuk tidak berkeliaran di lokasi-lokasi umum.  
Maka sesuai dengan hasil observasi yang 
diperoleh peneliti, yang kemudian 
ditambahkan dengan data hasil wawancara 
dengan para informan, serta data sekunder 
yang diperoleh dilapangan, peneliti menarik 
kesimpulan bahwa pada indikator Perataan 
(Equity) ini dinilai sudah baik, sebab pada 
indikator ini yang menjadi tolak ukurnya yaitu 
adanya keterlibatan para aktor dalam 
pelaksanaan suatu kebijakan dan hal tersebut 
sudah terlihat dalam penegakkan Perda Kota 
Palu No.6 Tahun 2012 ini. 
 
Responsivitas 
Indikator ini digunakan untuk mengukur 
apakah kebijakan penertiban hewan ternak di 
Kota Palu ini sudah sesuai dengan keinginan 
target group (masyarakat Kota Palu) atau 
tidak. Pada indikator ini suatu kebijakan akan 
dinilai berhasil jika keinginan dari target group 
tersebut dapat terpenuhi.  
Pada indikator ini yang menjadi target 
informan oleh peneliti yaitu masyarakat umum 
Kota Palu, sebab menurut peneliti pada 
indikator ini yang menjadi parameternya yaitu 
kepuasan masyarakat sebagai target group dari  
Perda Kota Palu No.6 tahun 2012 tentang 
Penertiban Hewan Ternak tersebut. Dari 
wawacara yang dilakukan tersebut diperoleh 
penuturan dari informan-informan tersebut 
yang selaku masyarakat umum yang juga 
sebagai pengguna jalanan Kota Palu, mereka 
merasakan ketidaknyamanan terhadap kondisi 
lingkungan khususnya jalanan yang masih 
sering dilalui oleh hewan ternak yang 
berkeliaran, selain mengganggu ketertiban dan 
keamanan juga mengganggu transportasi 
masyarakat pengguna jalanan khususnya.  
Melihat dari hasil observasi yang 
dilakukan oleh peneliti yang juga selaku 
masyarakat pengguna jalanan Kota Palu maka 
jika peneliti menilai bahwa  kebijakan atau 
Perda tentang Penertiban Hewan Ternak di 
Kota Palu dalam konteks tertulisnya sudah 
Muthia, Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kota Palu……………………………………………………..169 
 
 
sangat cocok dengan keinginan masyarakat, 
akan tetapi begitu dijalankan dengan melihat 
fakta empiriknya dilapangan selama ini maka 
peneliti menilai kebijakan tersebut belum 
menghasilkan ketertiban sesuai dengan yang di 
harapkan oleh masyarakat. 
Olehnya itu berdasarkan data yang 
diperoleh dari hasil wawancara dengan 
informan-informan, serta hasil observasi yang 
ditemukan, dan juga berlandaskan teori 
evaluasi dalam hal ini indikator Responsivitas 
maka penulis menarik kesimpulan bahwa 
perda tentang Penertiban Hewan Ternak di 
Kota Palu tersebut belum memenuhi keinginan 
dari target group yaitu masyarakat Kota Palu, 
sebab fakta empirik menjelaskan masyarakat 
menginginkan adanya ketentraman serta 
ketertiban dan terbebasnya jalanan dari hewan-
hewan ternak yang berkeliaran namun pada 
realitasnya masih sering kita dan mereka 
menjumpai ternak-ternak tersebut berkeliaran 
di jalanan-jalanan Kota Palu. 
 
Ketepatan 
Penilaian terhadap ketepatan ditujukan 
untuk mengetahui  apakah kebijakan tentang 
penertiban hewan ternak tersebut memberikan 
hasil/keuntungan dan manfaat kepada 
mayarakat. Dalam penelitian ini indikator 
ketepatan juga digunakan untuk mengukur 
hasil (tujuan) dari kebijakan penertiban hewan 
ternak di Kota Palu apakah benar-benar 
berguna dan bernilai bagi masyarakat.  
Maka selaku peneliti, dengan melihat 
hasil wawancara yang diperoleh dari 
informan-informan dalam penelitian ini maka 
secara keseluruhan jika dipahami pernyataan-
pernyataan mereka tersebut mengungkapkan 
bahwa adanya manfaat atau keuntungan yang 
diberikan kepada masyarakat, namun manfaat 
dan keuntungan tersebut belum dirasakan 
secara menyeluruh oleh masyarakat Kota Palu, 
sebab masih ada di beberapa kecamatan yang 
ternaknya belum juga ditertibkan, akan tetapi 
disebagian wilayah kelurahan yang ada di 
kecamatan daerah Kota Palu sudah aman dari 
ternak-ternak tersebut. 
Jika dilihat dari hasil observasi lapangan 
yang dilakukan oleh peneliti memang hal 
tersebut benar adanya, sebab ketika peneliti 
melakukan observasi di wilayah kecamatan 
yang ada di Kota Palu peneliti menemukan ada 
beberapa kecamatan yang memang sudah tidak 
dijumpai ternak yang berkeliaran disana, akan 
tetapi dibeberapa wilayah kecamatan yg 
lainnya masih ditemukan ternak-ternak yang 
berkeliaran, seperti di daerah kecamatan Palu 
Utara dan Palu Barat hampir setiap hari bisa 
kita jumpai ternak berkeliaran disana meski 
hanya 1 (satu) atau 2 (dua) ekor saja. 
Maka dari itu, peneliti menarik 
kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh 
baik dari hasil wawancara dengan informan, 
maupun dari observasi lapangan oleh peneliti 
sendiri, serta data-data sekunder lainnya, 
peneliti menilai bahwa indikator ketepatan 
pada kebijakan ini sebenarnya sangat 
memberikan kegunaan dan nilai atau manfaat 
yang tinggi bagi masyarakat apabila antara 
pihak implementor kebijakan dan masyarakat 
peternak mau bekerjasama dalam menegakkan 
perda atau kebijakan tersebut. Sehingga yang 
terlihat pada saat ini justru belum seluruhnya 
masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari 
kebijakan penertiban ternak tersebut, hal ini 
bisa dilihat dari masih begitu banyaknya 
masyarakat dibeberapa kelurahan atau 
kecamatan yang ada dibagian wilayah Kota 
Palu yang resah dengan hewan-hewan ternak 
yang berkeliaran tersebut, yang mengganggu 
lingkungan masyarakat serta arus lalu lintas 
bagi pengendara. Sehingga dari sini dapat kita 
simpulkan bahwa indikator ketepatannya 
belum bisa memberikan manfaat kepada 
masyarakat. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan data yang diperoleh dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 
dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan 
Perda Nomor 6 Tahun 2012 ini bisa dikatakan 
belum berhasil atau belum terlaksana dengan 
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baik, disebabkan dari 6 (enam) indikator yang 
dibedah dilapangan, ada 5 (lima) indikator 
yang menyatakan belum terlaksana dengan 
baik yaitu; indikator 1) efektivitas yang dilihat 
belum berhasil mencapai yang telah 
direncanakan oleh kebijakan tersebut dalam 
Perda No.6 Tahun 2012 tersebut, serta dilihat 
belum mampu menertibkan ternak dalam 
jangka waktu yang sudah cukup lama, serta 
adanya ketidaksesuaian antara jumlah ternak 
yang telah di razia dengan jumlah ternak yang 
tersebar di Kota Palu, 2) efisiensi yang mana 
masih sering dijumpai ternak yag berkeliaran 
tanpa adanya usaha/ tindakan razia, 3) 
kecukupan yang dilihat dari belum adanya 
hasil maksimal yang dicapai oleh perda 
tersebut, 4) ketepatan disini dilihat dari belum 
adanya manfaat/keuntungan yang dirasakan 
masyarakat Kota Palu secara menyeluruh dari 
perda ini, dan 5) responsivitas yang mana hasil 
dari perda tersebut masih belum memenuhi 
keinginan masyarakat. Sedangkan yang 
menyatakan terlaksana dengan baik hanya 1 
(satu) yaitu indikator perataan saja yang dilihat 
dari adanya aktor-aktor dari berbagai forum 
dan lembaga yang ikut terlibat dalam 
penegakkan perda tersebut. 
 
Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
maka yang menjadi rekomendasi penulis 
yaitu: 
1. Diperlukan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan oleh Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kota Palu khususnya 
pihak penegakkan perda setiap 3 bulan 
sesuai dengan aturan yng berlaku. 
2. Diperlukan kebijakan teknis yang 
dikeluarkan oleh pihak penegakkan 
perda Kota palu untuk lebih 
memaksimalkan penertiban Ternak di 
Kota Palu. 
3. Diperlukan sanksi yang terukur dan 
komitmen yang tinggi untuk 
memberikan sanksi yang jelas. 
4. Diperlukan keterlibatan oknum 
masyarakat dalam proses evaluasi untuk 
meninjau kembali tentang keinginan 
yang mereka harapkan dari kebijakan 
tersebut.  
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